PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 97 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menimbang

Mengingat

®

KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sumedang telah
ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Sumedang, sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sehingga pembentukan Tim harus
menyesuaikan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembentukan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang harus
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 47,
Tambahan Lembaran Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran
Negara Nomor 4421);
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 3206);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4588 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG

“Pasal 1

Peraturan Bupati Sumedang tentang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 38)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

”Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumedang.”

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2009

BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 97



